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Penelitian ini membahas konstruksi sosial penyiaran publik terutama terkait dengan lahirnya UU Penyiaran
Nomor 32 tahun 2002 yang memuat pasal-pasal penting tentang penyiaran publik sekaligus
implementasinya terhadap penyiaran publik dalam masatransisi demokrasi yang diwarnai oleh relasi
kekuasaan dan distribusi sumber daya baik ekonomi politik yang tidak seimbang. Mengingat dalam
perumusan penyiaran publik dalam pasal-pasal UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 berdasarkan proses-
proses konstruksi sosial yang menjadikannya sebagai ‘arena pertarungan dan kepentingan antara struktur
dan agency. Karenaitu, realitas simbolis penyiaran publik dalam UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002
menunjukan upaya mereproduksi legitimasi dan stabilitas rezim authoritarian bureaucratic dengan rezim
fundamentalisme pasar untuk melanggengkan kekuasaan politik dan ekonominya melalui institusi penyiaran
publik. Walhasil, terdapat makna ganda di mana di satu sisi membuka peluang bagi kehadiran penyiaran
publik, namun di sisi lain terdapat kontradiks konseptual dalam pasal-pasal tersebut yang merupakan faktor
penghambat perwujudan penyiaran publik.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis. Sedangkan pendekatannya adalah
pendekatan kualitatif. Untuk pengumpulan data dilakukan melalui document analysis, depth interviewing,
dan unstructure observation. Dad data yang diperoleh baik berupa dokumen atau hasil wawancara
selanjutnya dianalisis adalah Critical Political Economy yang mencoba membongkar kesadaran palsu (false
consciousness) yang ditimbulkan oleh "damaging arrangement? (Littlejohn, 1999) pada dua kondisi khusus.
Pertama, kencenderungan peralihan masatransis demokrasi dari sistem penyiaran dikontrol oleh rezim
kekuasaan (seperti era Orde baru) kepada sistem penyiaran yang mengakomodasi penyiaran publik dalam
UU Penyiaran sebagai ruang publik yang bebas dan netral untuk memposisikan publik menjadi sender
sekaligus receiver berdasarkan keinginan dan kebutuhan publik.

Kedua, terdapatnya kontradiksi internal di dalam struktur masatransisi demokrasi ini yang merasa paling
mengetahui dan memahami berbaga kebutuhan dan keinginan publik dalam konsep penyiaran publik,
sehingga proses perencanaan, perumusan, dan pengesahan yang tersimbolisasi pada pasai-pasal tentang
penyiaran publik dalam UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 hanya dilakukan atau melibatkan sekelompok
it di lingkungan legidlatif dan eksekutif dalam struktur politik tersebut yang disebut sebagai
kecenderungan Paternalistik. Meskipun memang sudah melalui forum konsultasi publik yang diposisikan
sebagai legalitas formal dari proses keterlibatan publik semata.

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa konstruksi sosial yang melibatkan pertarungan
kepentingan antara struktur dan agency dalam konteks penyiaran publik dalam masa transisi ini menunjukan
sebuah konsep penyiaran publik yang belum ideal. Implikasinya adalah pada tahap implementasi penyiaran
publik secara kongkrit mengalami hambatan-hambatan ganda, yaitu di satu sisi konsep penyiaran publik
dalam pasal-pasal UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 masih didominasi oleh intervensi negara dan pasar,
sedangkan di sisi lain secara ekplisit implementasi pasal-pasal tersebut (sgjauh dimungkinkan untuk
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disepakati konseptualisasinya) juga dihambat dalam Bab X1 Ketentuan Peralihan Pasal 60 yang
menyebabkan terjadinyaintervens padalembaga penyiaran publik nasional dalam hal pergantian direksi
yang secara nyata oleh Meneg BUMN (L aksamana Sukardi) yang telah melanggar dari UU Penyiaran
Nomor 32 tahun 2002. Namun, pelanggaran tersebut dianggap wajar terjadi pada masa penyesuaian.

Situasi sgjarah lahimya penyiaran publik terkait dengan apa yang disebut oleh Golding dan Murdock (dalam
Barret, 1995) dengan perkembangan kapitalisme dalam sebuah konteks historis yang spesifik. Dalam
perkembangan kapitalisme, deregulasi di bidang penyiaran masatransisi demokrasi ini adalah upaya
penghapusan terhadap state regulation (regulasi negara seperti yang terjadi pada Orde Baru, di mana negara
melakukan kontrol preventif terhadap industri penyiaran), untuk digantikan oleh market regulation (regulasi
melalui mekanisme pasar). Industri penyiaran akan sangat rentan dan akan senantiasa mendasarkan diri pada
kaidah-kaidah penawaran-perrnintaan pasar, melalui dogma rasionalitas instrumental maksimalisasi
produksi-konsumsi, dan logika never-ending circuit of capital accumulation: M-C-M (Money-Commodities-
More Money).



